
Menimbang a

SALINAN

BUPATI I,ANGKAT
PROVINSI SUMATERA T.TTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR I3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada
hurufE Penyusunan Perubahan APBD angka 1 Dasar Perubahan
APBD huruf j tentang tata cara penganggaran keadaan yang
menyebabkan SILPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA
berjalan;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada
huruf huruf D Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran Atas Ikatan
Perjanjian/Kontrak, dan/atau Perikatan Yang Melewati Tahun
Anggaran Berkenaan angka 1 tentang tata cara Pelaksanaan
pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan
yang telah diselesaikan lOOo/o (seratus persen) pada Tahun
Anggaran berkenaan, angka 2 tentang Pelaksanaan pembayaran
atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang dan jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
685a);

9. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor ll2, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 693a\

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tenlang Pembinaan
dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tenlang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O23 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tar;r:ba}:,an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengeloiaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentar.g
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2079 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang
Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Taleun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l ter.tar,g
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 7271;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2O2l
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2027 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 58);

27. Peralr;::an Daerah Kabupaten Langkat Nomor I Tahun 2026
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 13);

28. Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran
2026 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2026 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat
Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2026 Nomor i 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Ta}:run 2026 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2026 ter.tar-.g Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2026 t.entang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2026 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula
berjumlah sebesar Rp.2.185.835.604.454,- bertambah Rp.14a.707.97O.702,'
sehingga menjadi Rp.2.334.543,575.156,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp.2.195.085.604.454,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 42.153236.138;Qe
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Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.237.238.44 1.234,OO
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2. Belarja
a. Semula

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1)Semula

Rp.2. 185.835 .604.454,OO
Rp. t48,I0L9f gJe290

0,o0
106.554.733.922,OO

Rp. 2.334.543.575. 1 56,Oo
Rp. (97.3O4.733.922,001

b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

2) Bertambah/ (berkurang)
Rp
Rp

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 106.554.733.922,OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 97.3O4.733.922'OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. O,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipii, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat
DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Pendapatan
Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3,\ yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tdnur, 2026 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Langkat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Langkat Nomor 1 Tahun 2026 tefltafig Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tah.un 2026 Nomor
1 1), dinyatakan masih berlaku.

5

b. Pengeluaran
1)Semula Rp.9.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.250.000.000.00
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 - 3
BUPATI LANGKAT,

?924

ttd

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

padatanggal 13 - 3 - 7"et-L

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya

G M,

200212 1 005
(

U.
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